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PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN 

NOMOR  14  TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

TAHUN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI TAPANULI SELATAN, 

   

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang–Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu adanya Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.    

   

SALINAN 



- 2 - 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
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  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

  24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 

Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2025 

  25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; 

  26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2025-2026.; 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2007 Nomor 214); 



- 6 - 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Nomor 20); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38); 

  31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah dubah 

dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2022 Nomor 1075); 
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  32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli 

Selatan Nomor 1 Tahun 2018  tentang   Petunjuk   

Pelaksanaan   Peraturan   Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 

114); 

   

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

TAPANULI SELATAN TAHUN 2025. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang 

selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Derah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat 

Hukum yang punya batas-batas daerah tertentu, berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah 

Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

12. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan 

kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 

daerah. 

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-

PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
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14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD 

adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan daerah 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran. 

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 

isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 

penjabaran strategi. 

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan 

untuk mencapai sasaran RPJMD. 

22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 

23. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai 

secara langsung sasaran program prioritas. 

24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan 

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program 

dan kegiatan. 

25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang 

sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang 

tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang 

hendak dicapai dan tidak kaku. 


